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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, 

maka pada bab penutup ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan 

Perkara Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Prm adalah karena alasan 

perjodohan antara anak pemohon dengan calon suami anak pemohon 

yang telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan dan pemohon 

khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dari perjodohan 

anak pemohon serta kedua belah pihak keluarga juga telah sepakat 

untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Pertimbangan 

hukum hakim dalam menetapkan menilai bahwa syarat dan bukti yang 

diajukan telah cukup layak dan terpenuhi, hakim dalam mengabulkan 

penetapan dalam aspek yuridis memakai UU Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 

tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 yang 

memperbolehkan pengajua dispensasi kawin dengan alasan mendesak 

disertai bukti yang cukup .Hakim juga menggunakan kaidah fikiyah 

“Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih” yang artinya 

"menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat." 

yang jika menolak permohonan dispensai kawin justru dapat 

menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dibandingkan dengan 

kemanfaatan yang diharapkan. 

5.1.2. Penetapan PA dalam perkara Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Prm ditinjau 

dari Undang-Undang Perlindungan Anak, hakim terhadap alasan 

perjodohan yang diajukan oleh pemohon merupakan bentuk kelalain 

orang tua pada kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak sesuai 

pasal 26 ayat (1) huruf c UU Perlindungan anak yang seharusnya 

mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Pertimbangan hukum 

hakim lebih menekankan pada aspek pencegahan zina dan menjaga 



84 
 

 
 

kehormatan keluarga daripada perlindungan hak anak. Hal ini 

menunjukkan kecenderungan hakim untuk mengutamakan 

pendekatan moral dan sosial budaya masyarakat. Dari segi 

perlindungan anak, penetapan perkara ini menimbulkan kontradiksi, 

yang mana penetapan ini melemahkan prinsip untuk melindungi 

kepentingan anak sebgaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. 

Sehingga dalam penetapan ini hakim dalam memastikan dan 

mempertimbangakan kepentingan terbaik bagi anak melakukan 

pendekatan dengan menuntut komitmen tanggung jawab dari orang 

tua yang memiliki landasan yuridis yang kokoh secara eksplisit merujuk 

pada Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, yang kemudian mengalami perubahan 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 

Nomor 1 Tahun 2016.  

5.2 Saran 

Dari hasil Kesimpulan diatas dapat diajukan beberapa saran sebagai 

berikut:  

1. Kepada MA untuk dapat membuat perubahan atas Pasal 7 ayat (2) 

UU No. 16 tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 untuk dapat 

menjelaskan secara rinci kategori kata “alasan mendesak” dalam 

syarat pengajuan dispensasi kawin. 

2. Kepada orang tua atau pemohon dispensasi kawin diharapkan untuk 

lebih memahami dan menyadari sepenuhnya kewajiban dan 

tanggung jawab mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) 

huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak. Kewajiban ini adalah 

untuk mencegah, bukan memfasilitasi, perkawinan pada usia anak. 

Kekhawatiran akan "hal-hal yang tidak diinginkan" seharusnya 
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diselesaikan melalui edukasi dan komunikasi, bukan dengan jalan 

pintas pernikahan dini.  

3. Kepada anak yang dimohonkan dispensasi disarankan untuk lebih 

memahami hak-hak mereka yang dijamin oleh undang-undang. 

Informasi seperti ini dapat diperoleh melalui sekolah, Lembaga 

sosial, atau tokoh Masyarakat yang peduli. 

4. Kepada Lembaga peradilan atau hakim Peradilan Agama diharapkan 

lebih memperhatikan dan mempertimbangan secara dalam alasan 

yang diajukan oleh pemohon dispensasi dan tidak hanya berfokus 

pada syarat formal dan komitmen orang tua. Meskipun 

menggunakan kaidah fiqih untuk menghindari kemudaratan, 

pertimbangan tersebut harus tetap sejalan dengan semangat 

perlindungan anak. 

5. Kepada peneliti selanjutnya dapat menindaklanjuti penelitian ini 

dengan mengkaji efektivitas komitmen yang diminta hakim dari 

orang tua setelah penetapan dispensasi kawin. Fokus penelitian 

dapat berupa evaluasi dampak ekonomi, sosial, dan psikologis 

terhadap anak yang telah menikah. 

Dengan adanya saran-saran ini, diharapkan upaya perlindungan anak 

pada perkara dispensasi perkawinan dapat dilakukan secara lebih terstruktur 

dan komprehensif, sehingga setiap keputusan hukum benar-benar 

mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.  
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